
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 
NOMOR 52 TAHUN 2018
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 35
 
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN
 

PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN
 
ASET DAERAH TAHUN 2015
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESISIR BARAT, 

Menimbang :a.	 bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian keuangan 
dan aset daerah sebagai akibat perbuatan melanggar 

hukum atau kelalaian oleh bendahara dan selain 
bendahara atau pihak ketiga lainnya, perlu diatur 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian 
Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pesisir Barat; 

b.	 bahwa berdasarkan ket an Pasal 24 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah ep~~ Indonesia Nomor 38 

Tahun 2016 tenta T~~a Tuntutan Ganti 

Kerugian Negara ~~~rh ap Pegawai Negeri 
Bukan Bendahar at at 1 n, Bupati membentuk 
Majelis Pertimb g~ ele aian Kerugian Negara j 
Daerah terdiri da ~~aba Pegawai pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten, I spektorat Kabupaten dan 
PejabatjPegawai lain yang diperlukan sesuai dengan 
keahliannya; 

c.	 bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud pada 
huruf b di atas, maka Pasal 10 Peraturan Bupati 

Pesisir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 
dan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Aset 
Daerah Tahun 2015 perlu diubah; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat 
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Kerugian Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015. 



Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2.	 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Nega (L~Th ran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 4 N~~~, mbahan Lembaran 
Negara Republik do~~or 355); 

5.	 Undang-Unda ~~~~15 ahun 2004 tentang 
Pemeriksaan an dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara ba n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nornor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5364); 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 



9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
11.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti 
Kerugian NegarajDaerah Terhadap Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5934); 

12.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

13.	 Peraturan Menteri Dala geri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 200 ten~~ Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, s aga~ll) diubah untuk kedua 

kalinya dengan B rat~~~~Me eri Dalam Negeri 
Republik Indone a ~j# 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ked a afi.~ifatu n Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun ~ te ang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( it Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

14.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 
15.	 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 

dan Barang Daerah; 
16.	 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara Terhadap Bendahara; 

17.	 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan; 
18.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 

Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat; 



19.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
Nomor41); 

20.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 

21.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 
22.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir 
Barat; 

23.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten 

Pesisir Barat, sebagaim a e1ah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Perat ran~~, ,ati Pesisir Barat Nomor 
50 Tahun 2017 en~hg '~Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupa . Pes~"r"\SjJ"at Nornor 45 Tahun 2016 
tentang Susu n ~~si n Tata Kerja Kabupaten 
Pesisir Barat; ....~"';1l.. 

24.	 Peraturan Bupat isir arat Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Penjabaran garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : Peraturan Bupati Pesisir Barat Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian 
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 
dan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Aset Daerah Tahun 
2015, diubah sebagai berikut : 

1.	 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal10 

1.	 Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Inspektorat 

Kabupaten Pesisir Barat. 



2.	 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku 
Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh Inspektorat dan unsur instansi terkait yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

3.	 Segala biayanya dalam pelaksanaan tugas Majelis 
Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat. 

Ditetapkan di Krui 
pada tanggal 29 Agustus 2018 

BUPATI PESISIR BARAT, 

dto 

AGUS ISTIQLAL 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal 31 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

dto 

AZHARI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 

SALINAN s;: uAl r:2~lGAS ibU~Y.'1 '
" 

KE ABAGlAN HCKUM 
KAB PATEN PESISIR BARAT 




